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PEMERTNTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
DINAS PENIDTDIKAN IDAIIT KMBUIDAYAAN

ll. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

sunAT pEnltrlrilnil pEDIBEnrail Bf,lrTuf,rr
DTIITII trLOiltrSI KHUSUS rISIK

BIDTIIIG PEITDII'ffitrII Ttr. 2O2O

IGEIAIAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

ffiT#H]{TAH IIAERAH IABUPAIE}I ESI$R SEUTAII

dengan

IGPAIA SEK0IAH SitS{ I u}tEEE StRrBAEilff

Nomor

Tanggal

: 25 | N I aARPRAS/DAK.PSMP/SIi|K/DPK-PS I 2o2o

: O2APRIL2O2O

E hni ini l(amis

hrii:

L ilama

L Jabatan

3. Ahmat

L Nama

L Jabatan

AIamat

ffik untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

titrya disebut PIHAK PERTAITA,

tanggal Draa bulan Aprilbhun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

: ELIDARTI,M,Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl, H. Agus Salim - Painan

: ELMIYATI,S.Pd

: Kepala UPT SMPN 8 Linggo Sari Baganti

: Jl. Padang Damar Punggasan

ffir dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

Dt)[YGIBKPSDM-2O19 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut PfiHAK KEDUA,

EllI PERTAIIIA dan PIHAK KEDUA secrra bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

ryIftn),a hal-halsebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggarcnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

rqam tanpa diskiminasi;



NunorSPPB
Tatggal

: 2i/IV/SARPRAS/D AKP SMPNNT,/DPK-P S/2m0
: U2April2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan format

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidilon menjaditanggungiawab belsama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat;

F Pasa! z16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akes bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAIQ;

3" Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang meurajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

1- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alolosi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6- Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler ZO20);

EtFn ini menyatalon telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

ffinn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
&t syarat*yarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

b E@g'tu Pemberian Bontuon



Nonor SPPB
Totggal

: 29/[VfrARPRAS/D AKPSMP/flAIK|DPK-PS2U20
:02April2020

r.rar.suPaaff lrrrrSu"n

Einian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

IIt* mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidilen pada jenjang Sekolah Menengah

tlrna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarcna pendidikan sesuai dengan standar nasional

ptdtr1on. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

ffir serta beftanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

tFEan Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunalon untuk

-ffiaikan 
pekerjaan pembangunanlrehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 8 Unggo Sari

Eild yang meliputi :

"L Fembangunan laboratorium IpA,

Pasal 3

Iangka Waktu pelaksanaan

f- blgl(a waKu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

Btder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
r#ring PIHAK lcDUA.

Z tlHAl( IGDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

tsnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Hilikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

L Rbbanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling Iambat pada tanggal 30 Desember
rDo.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pekerjaan

ihi>prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L &naan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

z knerapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

3, krgutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

{. qtinalisasikualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

U bio;in Pembrian Bantuan
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: 25/IV/SAKPRAS/D AK.P SMP/SNWPK-V 5f;:020
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L P!}IAI( PERTAMA :

a) I'lenyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rrelalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempeftimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) laemberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) ltldaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiahn DAK Bidang pendidikan.

Z ?IHAK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
sahtan pendidikan (Sekolah).

b) t'lembentuk Panitia Pembangunan Sekolah (PzS) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) l'lelaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada pIHAK

PERTAMA.

d) trbncatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada pIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

&naan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 memperhatikan hal-halsebagaiberikut :

r. ?DIAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

Ebaga, bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L 
'!HAI( 

KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dm Fetunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c ,!tlAI( KEDUA membuat laporan se<illtl berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

lEpada PIHAK PERTAMA,

e tltl l( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

bporan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,
c- PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

oebporan keuangan dari hasil pekerjaan,

t' PIHAK IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pebksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buki setoran dan fa6ur pajak sesuai dengan peraturan

Frundang-undangan,

bFWinpemberian Banuan
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Tanggal

: 2,fiV/SARPRAS/D AK.PSMPNNWPK-?S4|2|
: UA?n72A20

3 IIHIX IEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAtrtA yang
rftnngl6n dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L tDux IGDUA waiib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Aqgran 2020,

i tlllAX IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Mdkan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasa! 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a' EEn pengawasan/pemerilGaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAIIA dibantu oleh tenaga

ffiryang merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

fL f,mf PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
hr*uan pelaksanaannya,

Pasal I
Jumlah Dana Bantuan

L m( Fbik Bldang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2O yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
,A sebesar Rp. 325.000.000,- (l-iga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

Hut:
a) Penrbangunan Iaboratorium IpA = Rp. 325.000.000,-

L ht sebagalmana dimaksud pada ayat (1) digunalon untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
H2.

pasal g

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasalg ayat (1) sebagai berikut :

il''fhp I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakdda setelah perjanjian ini
ffinganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,

Z Tnq Il:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelota apabila pekerjaan telah
rnpai bobot 2006 (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

Feteriaan,

L Tctap Itr : 3006 (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

-mpai 
bobot 650/0 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

kinn pekerjaan.

Pembrian Bantuan
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Tangal
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fa pcnbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

ifna Rekening :

fhrntr Rekening : t9O2.O2tO.O69t8-4

tlrna Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal 1O

Force l.lajeure

Fore Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
dftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
&n, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

f@ih terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada pIHAK
IBIAUA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Erjadinya force majeure dengan dilengkapi buKitertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberihhuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
nEka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan lojian untuk mengambil keputusan, menyetujui
fru menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterimaldisetujui maka akan
dalarka n peruba han perja nj ian seda ngkan perja njian awal dinyata kan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L A9abila PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
dgunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan pemetujuan PIHAK pERTAlrlA,

& & sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana temebut harus
fieebrkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Peftanggungjawaban

tllil( IGDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan I kemajuan
pdelran kepada PIHAK PERTAMA.

tlHAl( KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
hserb kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

bltjin Pemberian Bantuon
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a Lapomn pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PEITAII{A selambat{ambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

peterjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) BuKi pertanggunqiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian bar:ang dan buKi
pengeluaran lainnya,

c) BuKisetoran pajak,

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

f. f9dih dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
hrpnhran yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK pERTAMA

sscara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Enuhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

EEgernbalikan seluruh dana dan disetorlon ke kas daerah dan dikenalon sanksi sesuai dengan

lmtonfuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Dr1bn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Egd Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

hrel cukup dan 2 (dua) mngkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UPT SITIPN 8 Linggo Sari Baganti

hde681oro 1994122 001

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pemfurian Banluot

2 001


